














~-dinyatakan “presiden - berhak ikut. campur. dan intervensi terhadap
: putusan pengadﬂan Bahkan dalam pen]elasannya ditegaskan .bahwa,
“pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekuuf dan
kekuasaan pcmbentuk undang-undang”. ¥~ -
"' Secara  teoritis, kenyataan tersebut bertentangan dengan
~“independensi dan kemanditian lembaga peradilan. Padahal, independensi
‘dan  kemandirian lembaga peradilan,” men;adx -pra- syarat bagi - /aw
-enforcement™ dalam sebuh negara hukum seperti Indonesia.” Karena erat

. keterkaitannya antara independensi dan kemandirian lembaga peradilan
i dengan paradigma negara hukum ‘modern yang demokratis.”’-  Dalam
- teorinya, A.V. Dicey mengemukakah ciri; negara hukum selain /aw

enforcement adalah adanya persamaan di haddpan hukum (eguality before the
~law), .dari semua golongan’ kepada ordinary law of  the land yang
dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang
- berada di“atas hukum, baik pejabat. maupun warga negara biasa
: berkewajlban untuk mentaati hukum yang sama.®
. Namun, jika dilihat dari kxonologl pembentukan UUD 1945,
tidak diarahkan untik memisahkan . antara’ eksekutif, legislatif, dan
yudikatif- (separation of power)* scpem dltcgaskan oleh-Soepomo ketika
“sidang BPUPKI bahwa, “...prinsip yang dianut dalam UUD yang sedang
disusun tidak didasarkan atas ajaran Trias Politika Montesquieu (separation
~of power),”’ melainkan mengqnut pembagian kekuasaan (division of power)*
dalam arti; fungsi pokoknya saja yang dlbc_dqlnn serta diserahkan kepada
* badan berbeda (distinct hands).>-
’ Titik awal pembaharuan PA baru dimulai sejak dltetapkan Uu
No. 14 Tahun 1970 Namun masih.jauh: dari yang diharapkan.
- Terutama independensinya,. mengmgat UU. No. 14 Tahun 1970 masih
“menganut. sistem dowble roof sisters’ dua :atap. - Seperti ditegaskan pada
Pasal 11 ayat (1). Masuknya plhak eksekuuf dalam kekuasaan kehakiman
d151nyal1r sebagai' salah satu sebab mengapa kekuasaan: kehakiman di
negeri ini idak 1ndependen ' Dengan demikian, sampai masa Orde Baru
- tetap saja’ PA, dari segi status dan kedudukan, - belum bisa dikatakan
:t peradilan‘ yang -independen, - mandiri; dan kokoh. Karena . itu untuk
' memperbaikinya, Presiden RI ‘menyampaikan. RUU PA. kepada DPR.”
Setelah ‘melalui - perdebatan yang: cukup- panjang; akhirnya *:RUU PA
tersebut disahkan menjadi UU No.7 Tahun 1989 Tentang PA.“-Setelah
disahkan, PA memiliki UU yang jauh lebih maju’ dari ketentuan UU yang
ada sebelumnya. Namun; dari aspek kedudukan dan status ia belum
_bebas dari intervensi dari kekuatan politik di eksekutif, - :
' - Intervensi terhadap lembaga peradilan, menurut L. Becker tidak
bisa dihindarkan,: _mengingat - sering terjadi: - persinggungan antara
. peradilan’ dengan pohuk dalam  proses . peradilan, 'di- mana peradﬂan
~kadang™ d1pengaruh1 -oleh kelompok kepentingan’ yang* mempunyai
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angka kepuasan palayanan mencapa.l nilai 80, Peradilan Umum hanya 70 N

TNI 74, dan polisi hanya 59.” Bahkan dalam aspek “persepsi. pubhk;- '
terhadap ‘bermacam-macam institusi”, PA adalah 1nst1tu51 yang rulm

,tm.rtwor//y dan does its job well-nya paling tinggi.”

Data tersebut menunjukan’ bahwa': PA dl mata - masyarakat‘- ol :
rnen)ad1 salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang, terpercaya e

. Bukan saja karena pelayanan administrasinya, akan tetapi juga proses’ S

persidangan dan hasil putusan yang dibuat oleh hakim dapat memberikan. -

~ .rasa keadilan masyarakat. Berkaitan dengan in, Colligan menyatakan L

* . bahwa, lahirnya putusan yang akurat memperlihatkan dipergunakannya . -
nilai-nilai sebagal dasar dari putusan dan keluarnya putusan yang akurat
tersebut - juga terkait dengan dipakainya hukum.pembuktian selama . -
proses pemeriksan perkara di pengadilan.®: Karenanya tidak berlebihan = ..

jika: dinyatakan bahwa, pada masa reformam——-pasca dxsatuatapkan d1t o
. bawah MA—PA semakin mandiri dan mdependen '

- x«Kewenangan OpUmahsam Peran dan Fungs1

-'Bagi PA, kewenangan (absolute competence) dan Wﬂayah yunsdlksl_ ek

B pengadtlan (relative  competence) merupakan bagian yang : tak dapat

. dipisahkan. A.V. Dicey menyatakan, pembatasan pada dua kompeten51 N
" tersebut, meski tujuannya untuk kepentingan perlindungan: hak-hak "
: pencan keadilan, justeru membuat lembaga peradilan -tidak memiliki- =
posisi mdependen yang sempurna.”  Meskipun demikian, dalam -
sejarahnya . justeru kompetensi inilah yang men)ad1 penentu bagl D

- eksistensi badan peradllan termasuk PA. : ;
.. Kompetensi juga sangat erat kaitannya - dengan pelaksanaanm o
hukum. Islam di Indonesia. Sudah - sejak . sebelum ~kemerdekaan .-

' -;sesungguhnya hukum Islam telah berlaku di Indonesia, menjadi: hukum
yang . hxdup di masyarakat. Artinya, ketika -hukum. Islam- dtlaksanakan e
rmaka segala persoalannya juga ditangani dan’menjadi. kompeten51 PA.

. Akan tetapi, sejak munculnya teoti recgptée Christian Snouck. Hu.rgronye, S

kewenangan PA dibatasi, tidak lagi menangam masalah waris karena .
i dlanggap belum menjadi hukum adat.” Atas dasar keterpengaruhan dari
teori. ini, kompetensi PA hanya seputar perceraian, nafkah talaq, dan"i}" e

rujuk.®

»
»

Kewenangan PA di Indonesia, sesungguhnya. sangat‘terkmt eratj o ’;:

..dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia menjadi su/ generisnya. """
.Namun, karena Indonesia bukan negara Islam, maka kewenangan PA . .. -. -

" tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya:terkait~ . "

- .dengan persoalan hukum keluarga (abwal al-syakhsiyah) ditambah scchklt i
~.persoalan muamalah. Kenyataan tersebut tidak bisa dlpisahkan dari
.. persoalan politik penguasa, mesklpun kewenangan relatif - lebih- a]eg dar .

.pada status dan kedudukan yang sering rnengalarm pasang dan surut®
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- mengatur hukum materiil secara lengkap.

dengan Compendinm Freijer.” Compendinm ini merupakan hukum’ materiil
© dalam bentuk legislasi hukum Islam pertama di Indonesia.'® Kecuali itu,
kitab ‘undang-undang yang memuat atau mengadopsi hukum Islam
adalah Papakem Cirebor'” dan Compendium der Voornamste Javaanche Wetten

. Nau,éeﬂng Getrokken Uit Het Hohammedaanche Wethoek Magbarrer yang lebih .. ’

- terkenal dengan Compendinm Moghareer mengmgat matennya dlambll dan
A.kxtab al-Mubarrar karya Imam Rafi’i.""°

© Pada masa kemerdekaan, hukum materiil yang muncul ‘adalah -

:UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan’ Pemenntah1 e S
-."No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang merupakan e
“kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

‘Namun, sampai saat ini, PA belum mempunyai UU yang khusus
m

-Karena itu, PA, meskipun

" sudah banyak mengalami perubahan akan tetapi tidak. menyentuh dan.

- dibarengi dengan perubahan hukum materiil: Oleh karena itu, untuk
menyelesalkan sengketa di bidang hukum keluarga/ Perdata Islam - {famz/ ‘
Jaw), hukum materiil yang dipergunakan masih berserakan pada beberapa’:

‘ketentuan = peraturan perundang—undangan ' Peraturan - Pemerintah, = E
Instruksi Presiden, bahkan pada kitab figh. Hal ini tidak menguntungkan L

~ ‘sebab akan' terjadi ketidak pastian hukum.'?

© . “Tahun 1974 dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tcntang Kornpﬂasy»
. Hukurn Islam (KHI). -

' Adapun hukum materiil .
~ tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan UU No.'1"

- Meskipun KHI pada praktiknya dipakai sebagzu pedornan dalam:. B

- ‘menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam, akan
_-tetapi karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres ‘dan_
sifatnya hanya sebagai kompilasi'* maka sesungguhnya, ‘secara yuridis -

~kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkan oleh - -

. -dua hal; Pertama, dasar pemberlakuan KHI hanya* Instruksi* Pre51den o

- Sebagai - instrumen hukum Inpres tidak masuk dalam  tata- aturan': o
perundang-undangan yang ditetapkan ~  dalam" MPRS ‘No. =

. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP" MPR " No: B
“.~1/MPR/2003,""¢ atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR No."

'III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
-tentang Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan.!” Baik ketetapant L

“MPR maupun UU tersebut,'"* merupakan dasar hukum atas ‘tata aturan

- perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum. posmf secara
.. tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat setiap warga "’
" negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan =~

" Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada "

- ’p1hak yang diperintah.

Natabaya menyatakan “...mengenal Instruks1 Mcnten bukanlah s
_ jenis - peraturan perundang undangan karena 1nstruks1 hanya SR
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- - ~tidak mendapatkan tantangan.

- .positif.”’ L
. Karena itu, idealnya hukum materiil: bag1 PA. adalah hukum yang_ =

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”, dalam istilah: antropologl
‘dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (culture pattern). 0., . -
‘ ‘Di samping itu, keberlakuan hukum yang hidup - d1 masyatakat‘

(/wmg law) jauh lebih kuat dari keberlakuan hukum positif ‘(written. fai). e
“Karena itu, dalam konteks penyusunan norma-norma hukum yang. akan . .
~ dijadikan sebagai bahan untuk menyusun’ ius constituendum', Ehrlich’ =

‘menganjurkan agar memperhatikan kenyataan yang hidup di masyarakat '

Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan /Jving law dan just, /aw Ia ]uga o -: o
~mengatakan ‘bahwa, hukum’ positif yang baik adalah hukum yang sesuai o
“dengan /ving law karena merupakan . innder order dari masyarakat serta.

132

‘mencerminkan nlai-nilai yang hidup di dalamnya.’

.Dalam kaitan _ini,

seandainya hendak dilakukan perubahan hukum;. secara filosofis. harus h ‘ ':"~_ R
- memperhatikan nilai-nilai lohur dari living law agar: berlaku efektlf dan;_j';

133

Melihat kenyataan tersebut, sesungguhnya blla dlpotrct dengan‘ S
f"teon three elements law system Friedman, terutama /lega/ mb.ftame bahwa T
..substansi adalah aturan, norma, dan pola penlaku nyata manusla yang -
- berada dalam sistem itu”. ™ Legal substansi juga mencakup fuing faw ...

- (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang .ada dalam kitab
undang-undang atau /aw in books.” Pada-intinya, legal substance adalah

- mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, - - i

‘termasuk putusan pengadilan. Tepatnya, hukum yang. berbentuk m-‘

concreto atau kaidah hukum individual, maupun hukum m-ab.ftratto atau.

*kaidah hukum umum., 136

Berdasarkan teori tersebut, hukurn yang bisa dl)adxkan sebaga1

landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, tidak hanya o
~ “terbatas pada hukum positif, yakni UU atau law in books semata; tapijuga ="
“‘hukum yang sudah lama dilaksanakan secara penuh .oleh. rnasyarakat St
'=(/wzng Jaw) termasuk juga hukum yang berada pada kitab-kitab figh.baik .- S
"'yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum..Akan tetapi, mengmgat e
- ‘Indonesia ‘adalah negara hukum dengan anutan -system  Eropa ..
. Kontinental, seperti diungkapkan Abdul ‘Manan' sebelumnya,. maka -
‘bedaku teori lgisme/ lgistik, yakni ada Undang-undang ada hukum'dan .. =

- ‘ada hukum ada Undang-undang. Dalam .arti, setiap segala ‘seuatu yang .

- “berkaitan dengan aturan, jika hendak dikatakan hukum - rnaka harus
- diwbjudkan dalam bentuk UU atau peraturan lamnya yang ber51fat

- 1= sudah berbentuk undang-undang Sel'nngga ‘kuat dan rnandmnya status ©
- dan. kedudukan PA, juga diimbangi dan d1bareng1 dengan- kuat dan
kokohnya status hukum materiilnya. Hal ini agar ada keselmbangan e
~ antara status dan kedudukan (lega/ structure).dengan kewenangan serta o

e ) B . Rrplo . . o
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'm/lum tidak berlaku penuh, mengingat hanya legal' culture _yang ‘{ “
~berpengaruh terhadap perubahan PA dan beberapa aspeknya dl era "
.reformasi., i
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